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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan oleh penyusun adalah
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan
No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Kclerangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
a5 ba’ b bc
< ta’ t e
<o s&’ $ es (dengan titik di atas)
d | Jim i j - .j-c ]
- ha h ha (dengan titik di bawah)
'C Kha' kh ka dan ha
3 dal d de
3 zal z zct (dengan titik di atas)
3 ra’ T er
J zai Y/ et
U sin s es
5% syin sy cs dan ye
oo sad s. es (dengan titik di bawah)

X



P dad d de (dengan (itik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b zad' Z, zel (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik
E_ (iain g &°
S Fa* f cf
R gqaf q qi
4 kar k ka
J lam | cl
¢ mim m cm
J Nin n cn
9 wawd w we
—A Ha’ h ha
apostrof (tetapi tidak
¢ hamzah ’ dilambangkan apabila tgi-
letak di awal kata) _
€3 Ya' y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan rangkap atau diftong,

1. Vokal Tunggal




Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

translitcrasinya scbagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
= Kasrah i i
s
Dammah u u
Contoh:
5 - kataba ALy - ya:/.habu
S - sw’ila S5 - sukira

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
€9 ~~~~~ Fathah dan ya ai adani
3 / Fathah dan wawu  au a dan u
Contoh:

u'i-:f- kaifa J):- - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan hpruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(5 Je— Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah
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(G Kasrah dan ya ) i dengan garis di atas
il

) S dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh

JB - qala J3 il
(s - rama J s- yaqlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untvk ta’ marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, translitcrasinya adalah (1).

2. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: a>lb- talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha’atau h

Contoh: &-! &> 9 - raudah al-Jannah
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E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: ) - rabband

w

V"J - nu’imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hyruf,
yaitu “J!”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti olch huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh gamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti hurut yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Cotoh : J:-\:-“ — ar-rajulu
sl as-sayyidatu
2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan s¢suai

dengan  aturan yang digariskan di depan dan scsuai pula depgan
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bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamarjyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: (Ji“ - al-qalamu JO -al-jalalu

@4.)\ - al-badPu

(G. Hamzah

Scbagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila tcrlctak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
£ g - syai’un < el - umirtu

¢ )\ ~an-nau’u O 345U - (a’khuziina

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lagim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh;

Xiv



S a6 A Oy - Wa innalldha lahuwa khair ar-rézigin
atau

Wa innalldha lahuwa khairur- rézigin

1. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului olch kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

J sy N Kostla g - wa ma Muhammadun il14 Ras0l

JJLLU c.b) o JST :)‘ - inna awwala baitin wudi’a linn3si
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :
S N ead) Al pa i - nasrun minalldhi wa fathun garlb

li,«.\fv\ A - lillahi al-amru jami’an

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

HAK-HAK KEBERAGAMAAN STUDI PERBANDINGAN PIAGAM
MADINAH DAN UUD 1945

Indonesia merupakan negara dengan penduduk sangat heterogen, baik
dalam etnis atau suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, agama dan keyakinan. Hal ini
menyebabkan perbedaan cara berfikir, karena manusia itu sendiri aoalah makhluk
sosial yang mempunyai 2 sifat yang bertentangan satu sama lainnya. Disatu sisi
ingin bekerjasama, disatu sisi ingin bersaing,

Dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya, Islam yang dianut mayoritas
warga mempunyai peluang untuk bersikap ekslusif maupun inklusif. Disamping
faktor interpretasi juga tidak bisa dinafikan bagaimana realitas sosial dimana
agama hidup menempatkan dari sekian sistem sosial tersebut. Di Indonesia,
dimana faktor kebangsaan dijadikan pandangan hidup sosial, nampaknya
cksklusifitas keberagamaan tidak mempunyai tepat strategis. Namun realitas
keberagamaan di Indonesia justru paradoksal dan konsepsionalitas normatifnya.

Pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah tentang
dialektika antara Piagam Madinah dan UUD 1945 dalam rangka mencari titik
temu bagi penegakan hak-hak keberagamaan yang kondusif dan konstruktif bagi
masyarakat Indonesia serta relevansinya kedua sumber tersebut dalam konteks
keberagamaan di Indonesia. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif
(dalam hal ini fiqih siyasah).

Titik temunya antara kedua konstitusi tersebut adalah, pertama, Indonesia
dan Madinah sama-sama negara yang plural dalam hal agama. Karena itu
Indonesia perlu mengambil iktibar dari Piagam Madinah, bahwa dalam Piagam
Madinah jumlah agam dibatasi. Kedua, Adanya pengakuan terhadap agam yang
berbeda dalam 1 wilayah kenegaraan. Kedua konstistusi tersebut ada relevansinya
dalam konteks keberagamaan di Indonesia. Relevansi dari kedua konstitusi
tersebut tentang hak-hak keberagamaan yang kondusif  dengan realitas
keindonesiaan yaitw:  Hal-hal (aturan-aturan) yang terlalu campur tangan
(intervensionis) dalam UUD 1945 diganti dengan hal-hal (aturan-aturan) yang
berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan dari Piagam Madinah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk sangat heterogen, baik
dalam etnis atau suku bangsa, bahasa, adat-istiadat, agama dan keyakinan. Hal ini
menyebabkan perbedaan cara berfikir, karena manusia itu sendiri adalah makhluk
sosial yang mempunyai 2 sifat yang bertentangan satu sama lainnya. Disatu sisi
ingin bekerjasama, disatu sisi ingin bersaing,

UUD 1945 adalah undang-undang dasar negara republik Indonesia. Selain
berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara juga berfungsi sebagai cermin nilai-
nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut, sehingga melalui
Undang-undang dasar dapat diketahui gambaran pribadi suatu bangsa. Di dalam
Undang-undang dasar disitu banyak hal yang berkaitan dengan tata kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Sedangkan Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah di zaman
pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Madinah dan Indonesia adalah negara yang
sangat plural, terdiri dari suku bangsa, adat istiadat dan agama.,

Disini perlu diperhatikan bahwa agama tidak hidup dalam ruang kosong
sistem. Justru agama menurut Gertz adalah sebagai sistem budaya, oleh karena
agama pasti mengalami perubahan seiring dengan perubahan sistem sosial yang

lain,’ sehingga tidak menutup kemungkinan keberadaan suatu agama dalam suatu

! Basam Tibi, Islam dan Perubahan Sosial Budaya ( Jakarta: PT. Ananda, 1999 ), him 13



realitas sosial tertentu akan berbeda posisinya apabila dibawa pada realitas sosial
yang lain, disebabkan perbedaan substansi realitas tersebut.

Dalam konteks ke-Indonesiaan misalnya, Islam yang dianut mayoritas
warga mempunyai peluang untuk bersikap ekslusif maupun inklusif. Disamping
faktor interpretasi juga tidak bisa dinafikan bagaimana realitas sosial dimana
agama hidup menempatkan dari sekian sistem sosial tersebut. Di Indonesia,
dimana faktor kebangsaan dijadikan pandangan hidup sosial, nampaknya
eksklusifitas keberagamaan tidak mempunyai tepat strategis. Namun realitas
keberagamaan di Indonesia justru paradoksal dan konsepsionalitas normatifnya.’

Diskriminasi sosial berdasarkan agama tampak dimana-mana, bahkan
sescorang yang mencoba tampil membela pihak minoritas agama dipandang
sebagai zionis dan segala macam sebutan negatif. Hal ini didasari kenyataan
betapa rentannya faktor agama dalam realitas yang plural, baik dalam agama,
sosial budaya. Kurtz mengungkapkan bahwa konflik antar umat beragama tidak
melihat kualitas kesalehan pribadi agama yang dimusuhi, bahkan yang memusuhi
dan dimusuhi sama-sama dangkal kualitas keberagamaannya. Karena konflik
agama sifatnya sangat emosional dan destruktif. Maka emosi masa yang terl. Jat
akan sangat mudah dikobarkan dengan cara dihasut.® Pluralitas agama akan sangat

potensial menjadi penyebab perpecahan apabila setiap agama menonjolkan

? Muhammad Iqbal, Pembanguanan Kembali Alam Pikiran Islam ( Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1983 ), him.242.

* Nur Ahmad, Pluralitas Agama (Jakarta: Kompas, 2001), him.89.



“kebenaran* agamanya masing-masing di luar proporsi yang wajar.* Klaim-klaim
seperti inilah yang mengakibatkan agama tidak independen terhadap dirinya, ia
mudah dijadikan tanggapan politik, yang oleh Igbal dipandang sebagai sesuatu
yang wajar bilamana paham keagamaan ﬁ&éf—c:ka masih dalam tatapan
kepercayaan.’

Dengan kajian ini diharapkan bisa memberikan wawasan lebih mendalam
tentang hak-hak keberagamaan yang pada akhimya akan menghindari adanya
diskriminasi agama tidak lagi terjadi, kalaupun tidak bisa dihapus keseluruhan

setidaknya diminimalisir

B. Pokok Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan mengenai hak-hak umat beragama
menurut Piagam Madinah dan UUD 1945 maka diperlukan adanya rumusan
masalah atau pokok masalah. Sehingga analisisnya lebih terarah dan
komprehensif. Hal ini meliputi:

1. Bagaimana dialektika antara Piagam Madinah dan UUD 1945 dalam rangka
mencari titik temu bagi penegakan hak-hak keberagamaan yang kondxgsif dan
konstruktif bagi masyarakat Indonesia ? |

2. Adakah relevansinya kedua sumber tersebut dalam konteks keberagamaan di

Indonesia ?

* AA Yawangoe, Agama dan Kerukunan (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2002),
hlm.26.

* Muhammad Igbal, Pembangunan Kembali Alam pikiran Islam (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1983 ), him.242.



C. Tujuan dan Kegunaan.

Kajian skripsi diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam
dan khazanah baru atau memberikan jawaban-jawaban atas apa yang telgh
dipaparkan diatas. Dan juga mendapatkan kejelasan tentang pokok masalah yang
ada dalam skripsi , lebih rincinya sebagai berikut:

1. Tujuan.

a. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya antara keduanya untuk
didialektikkan dalam penarikan titik temu baru yang kondusif dan
konstruktif bagi keberagamaan di Indonesia.

b. Dan untuk mengetahui ada tidaknya kerelevansian dari kedua sumber
tersebut.

2. Kegunaan.

a.Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam,

khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keberagamaan.

b.Menambah khazanah kepustakaan UIN Sunan Kalijaga khususnya fakultas

s

Syari’ah.

D.Telaah Pustaka.

UUD 1945 dan Piagam madinah adalah dua konstitusi yang lahir dan
berlaku dimasa yang berbeda. Piagam Madinah hanyalah tinggal berbentuk teks
bukan lagi empirik . Sedangkan UUD 1945 baik teks maupun realitas empiriknya

masih kita alami secara redl.



Kajian mengenai Piagam madinah dan UUD 1945 telah banyak dilakukan.
Dalam pelacakan literatur ada pembahasan yang berkaitan dengan topik yang
dikaji oleh penulis. Ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan dalam
penulisan skripsi ini antara lain : Buku Piagam Madinah dan UUUD 1943, Kajian
Perbandingan Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Muajemuk karangan
Ahmad Sukardja terbitan Universitas Indonesia Press.®. Dalam buku ini dijelaskan
mengenai hak-hak warga negara secara umum, meliputi hak-hak umat berarama
maupun kewajibannya, mengenai sejarah lahirnya UUD 1945 dan Piagam
Madinah sampai akhirnya diberlakukan.

Berkaitan dengan hak-hak keberagamaan, artinya setiap pemeluk agama
mempunyai kebebasan beragama dalam mengekspresikan ajaran agamanya.
Setiap orang mempunyai hak untuk memeluk agama apa saja, tidak ada paksaan
dan kebebasan tersebut dijamin oleh negara. Agama adalah fitroh, pemaksaan
berarti pengingkaran terhadap fitroh keimanan. Masalah agama adalah masalah
keyakinan dan penerimaannya harus atas dasar kerelaan.”

Sejarah terbentuknya Piagam madinah adalah bukti sifat kepemimpinan,
kebijakan dan toleransi nabi terhadap pemeluk agama lain. Dalam Fighus Sirah
karangan Muhammad Al Ghozali yang dialih bahasa oleh oleh Abu Laila dan
Muhammad tohir “Menghayati Nilai-Nilai Riwayat Hidup Muhammad Rosululiah

SAW ” diterbitkan PT AL-Ma’arif Bandung, disitu diterangkan perjalanan hidup

6 Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan UUL 19435, Kajian Perbandingan Temang
Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat majemuk (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1995 )

7 J suyuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari
al-Qur'an (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), him. 167.
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Rosulullah, sampai kemudian ke Madinah (Piagam Madinah) dan akhirnya beliau

wafat. Dalam bab V buku tersebut diterangkan, sejak Rosul menetap di Madinah

beliau meletakkan dasar-dasar yang sangat diperlukan untuk menegakkan tugas

risalahnya yaitu:

1. Memperkokoh hubungan umat Islam dengan Tuhannya.

2. Memperkokoh hubungan intern umat [slam, yaitu antara sesama muslim.

3. Mengatur hubungan antara umat Islam dengan orang-orang asing yang tidak
segama dengan kaum muslim.”

Bentuk pemerintahan negara Madinah pada waktu pemerintahan
Muhammad, banyak dijelaskan dalam buku yang berjudul “Prinsip-prinsip
Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*
karya J.Suyuti Pulungan. Suyuti menjelaskan dengan lugas bagaimana rosul
menjelaskan roda pemerintahannya di Madinah. *

Dalam kaitannya dengan UUD 1945 dan Piagam Madinah yang
membahas tentang hak-hak umat beragama yang erat hubungannya dengan skripsi
ini antara lain adalah “Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* karya
Muhammad Yamin dan UUD 1945 amandemen. “Agama Rakyat Agama”
Penguasa karya Zainuddin Maliki.'® Dan masih banyak lagi buku ataupun karya

yang berkaitan dengan hak-hak keberagamaan.

 Muhammad Al-Ghozali alih bahasa Abu Laila dan Muhammad Tohir, Menghayati
Nilai-nilai Riwayat Hidup Muhammad Rosulullah SAW (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1985),
hlm.303

’ 1. Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah, Ditinjau
dari Al-Qur'an (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1996) '

' Maliki, Zainuddin, Agama Rakyar Agama Penguasa, Konstruk Realitas Agama dan
Demokratisasi (Yogyakarta: Galang Press, 2000)



Kemudian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi adalah “Kebebasan
Beragama Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945” disusun oleh Siti
Masrukhah, yang substansinya tentang bagaimana posisi agama dalam Piagam
Madinah dan UUD 1945," “Hubungan Agama dan Negara dalam UUD 1945
Dalam Hukum Islam” karya Rohmah Hasanah, yang substansinya tentang
sgjauhmana relasi agama dan negara dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah,'
“Piagam Madinah dan Piagam Jakarta (Studi Komperatif tentang Dokumen
Bersejarah)” karya Yunarti, yang substansinya tentang sejarah terbentuknya
Piagam Madinah dan UUD 1945, * “Persamaan Hak dan Kewajiban Bagi Warga
Negara Studi komperatif Piagam Madinah dan UUD 1945” karya Adib
Maghtur,yang membahas tentang sejauhmana konsep-konsep dalam Piagam
Madinah dan UUD 1945 yang mengatur tentang persamaan hak dan kewajiban
warga negara, '© “Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 karya JF Amam
Mujaddin,yang substansinya adalah apakah dalam UUD 1945 telah mengatur
tentang HAM, " “Kebijaksanaan dan Perjuangan Rosulullah SAW Dalam

Pembentukan Masyarakat Islam Fase Madinah” karya Estri Jumiati,yang

"' St. Masrukhah, “Kebebasan Beragama Studi Perbandingan Piagam Madinah dan UUD
'457, Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2003, skripsi tidak diterbitkan

'* Rohmah Hasanah, “Hubungan Agama dan Negara dalam UUD’45 dan Hukum Islam™,
Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, skripsi tidak diterbitkan,

" Yunarti, “Piagam Madinah dan Piagam Jakarta Studi Komperatif Dokumen
Bersejarah”, Fak.Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, skripsi tidak diterbitkan.

" Adib Maghfur, “Persamaan Halk dan Kewajiban Bagi Warga Negara Studi Komperatif
Piagam Madinah dan UUD 1945”, Fak Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, skripsi
tidak diterbitkan

** JF. Amam Mujaddin, “Hak Asasi Manusia dalam UUD ’45”, Fak.Syari’ah UIN Su-
Ka,1997. skripsi tidak diterbitkan



substansinya adalah baga,imapa peran rospl dalagm rangka kebijakan dan
perjuangan Rosul dalam pembentukan masyarakat Islam fase Madinah, '

Adapun yang menjadi bahasan penyusun adalah Hak-hak Keberagamaan
Studi Perhandingan Piagam Madinah dan UUD 1945 belum tercover dalam

skripsi sebagaimana tejah tersebut diatas.

F' Kerangka Teorlitik
| Madinah dan Indonesia adalah dua negara yang berbeda, Indonesia adalah
negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim tapi bukan negara Islam.
Sedangkan Madinah adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim dan
merupakan negara Islam. Konstitusi Republik Indonesia adalah UUD 1945, selain
berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara juga berfungsi sebagi cermin nilai-
nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut, sehingga melalui
Undang-Undang Dasar dapat diketahui gambaran pribadi suatu bangsa.
Sedangkan Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah di zaman
pemerintahan nabi Muhammad SAW.

Dalam melakukan analisis perbandingan antara dua sumber asasi ini, UUD

1945 dan Piagam Madinah tentunya dibutuhkan kerangka teoritik tertentu yang

sesuai dengan substansi persoalan-persoalan yang akan kita analisis adalah aspek

" Estri Jumiyati, “Kebijaksanaan dan Perjuangan Rosulullah SAW dalam Pembentukan
Masyarakat Islam Fase Madinah”, Fak. Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, skripsi

tidak diterbitkan.



teks n_c).rmatif sepuah teks undang-undang yang lahir dalam realitas dan waktu
yang berbeda pula, maka analisis teks adalah teori yang relevan.

Palam khazgnah ilmu po,]itjlg, berdirinya suatu negara harus memenyhj
ﬁga unsur konstitytif, yaitu adanya penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang
berdaulat. Apabila sa‘ab satunya tiqqk terpenuhi, maka negara tersebut tidak akan
berwujud. Dengan demikian adanyg penduduk (warga negara) merupakan syarat
mytlak bagi berdirinya suatu negarg. Warga negara menurut Kamus Bahasa
Indongsia adalah penduduk negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan
sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara.

Setiap negara di dunia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Negara sebagai organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama memberikan
jaminan hak-hak warga negaranya, warga negara Jjuga berhak menuntut hak-
haknya dan berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga
negara. Hak warga negara banyak jumlahnya diantaranya hak mendapatkan
perlindungan, kebebasan beragama, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak
memperoleh pendidikan, hak kepemilikan harta dan lain-lain. 4

Hak primer (daruriyyah) merupakan aplikasi dari magosid syariah yaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari magosid asy-syariah
tersebut maka timbullah hak-hak yaitu hak kebebasan beragama, hak mendapat
perlindungan jiwa, hak mendapat pendidikan, hak menikah dan berkeluarga, dan
hak kepemilikan harta. Dalam pembahasan skripsi ini akan"membahas hak-hak
keberagamaan yang merupakan manifestasi dari magqosid asy-syariah yaitu

memelihara agama.
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Berkaitan dengan ini Islam menjamin hak-hak non muslim baik untuk
melaksanakan ibadah maupun menyebarkan agamanya. Pada masa Umar bin
Khattab, memberikan jaminan keamanan bagi warga elliat atas jiwa mereka, harta
mereka dan gereja-gereja mereka. Ketika khalifah Abu Bakr mengutus Yazid bin
Abi Sofyan unuk mengirim pasukan, beliau berpesan :

“ Kau akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa diri

mereka tenggelam dari kesendirian beribadah kepada Allah di dalam biara-

biara. Maka biarkanlah mereka melakukan peribadatan yang sedang
mereka lakukan.

Ketentuan dalam melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-
masing yang terdapat dalam UUD 1945 mengacu berdasarkan pengakuan adanya
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu warga negara Indonesia bebas
menentukan sendiri cara menghayati relasinya dengan Tuhan, menurut agama
atau kepercayaannya yang menjadi keyakinannya, dengan tetap menjaga
keseimbangan, demi tercapainya toleransi antara pemeluk agama dan penganut
kepercayaan tersebut. UUD 1945 mengakui dan menjamin kebebasan beragama,
hal ini tercermin dalam pasal 29 ayat 1 & 2 . Sedangkan dalam Piagam Madinah
Juga mengacu berdasarkan pengakuan adanya Allah Yang Esa , tercermin dalam
pasal 25.

Masalah kehidupan beragama merupakan masalah prinsip kehidupan
manusia, karena kekuatan batin manusia mengandung potensi psikologis yang
mempengaruhi jalan hidup manusia. Karena apabila agama telah berfungsi dalam
kehidupan masyarakat, maka sesuai struktur masyarakat modern yang serba ganda

(pluralistik), sehingga diperlukan sikap toleran dan kooperatif dalam bidang

kehidupan sosial budaya, karena apabila masing-masing kelompok masyarakat
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masyarakat hanya memperhatikan kepentingan sendiri, lebih-lebih kalau yang
kuat berusaha mengeksploitasi yang lemah, maka pasti akan terjadi benturan-
benturan fisik yang dapat merusak persatuan.

Piagam Madinah sebagai kontrak sosial komunitas masyarakat Madinah,
menempatkan rasa kebangsaan sebagi perekat persatuan. Oleh karenanya
menggabungkan titik persamaan dan perbedaan keduanya (UUD 1945 & Piagam
Madinah), kemudian mencari titik temu yang kondusif untuk realitas ke-
Indonesiaan masa kini adalah jalan yang cukup fair dan akomodatif. Agar tercipta
saling toleransi sehingga hak-hak keberagamaan mereka sebagai umat beragama
terpenuhi.

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman Islam
dalam sejarah dapat ditegaskan bahwa agama Islam dalam keasliannya tidak
memaksakan atau memperjuangkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif .
Masyarakat muslim (Madinah) waktu itu dipimpin oleh Muhammad SAW, beliau
membangun masyarakat politik bersama golongan penganut agama lain.
Penduduk Madinah dilihat dari agama terdiri dari golongan muslimin, musyrikin
dan yahudi'®.

Menurut Arkoun Piagam Madinah merupakan wujud historis eksperimen

sistem politik di Madinah yang masyhur disebut “Mitsaq Madinah“. Piagam

""" Nurcholish Madjid, “Cita-cita Politik Kita" dalam buku Aspirasi Umat Islam
Indonesia ( Jakarta: Lappenas, 1983 ), him 9

¥ Mustafa As-Siba’i, Peradaban Islam Dulu, Kini dan Lsok (Jakarta: Gema Insani Press,
1992 ) hlm. 947.
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Madinah ini selanjutnya didokumentasikan oleh para ahli sejarah seperti Ibnu

Ishaq dan Ibnu Hazm"

F. Metode Penelitian
Salah satu corak karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan
suatu penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas dan
langkah-langkah di dalam mengumpulkan data-data, penulis mengadakan
penelitian yang meliputi :
1. Tipe Penelitian
Dalam rangka untuk memperoleh data, penyusun menggunakan library
research (penelitian pustaka) vaitu cara mendapatkan data dengan membaca
buku-buku yang ada hubungannya dengan topik bahasan yang bersumber dari
kepustakaan, kemudian penyusun mengambil dari beberapa pendapat atau teori
yang bersumber dari beberapa ahli untuk dijadikan sebagai landasan teori.”’
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang penyusun gunakan adalah bersifat deskriptif-analitik-
komparatif, yaitu menggambarkan selengkap-lengkapnya tentang hak-hak
umat beragama baik dari UUD 1945 maupun Piagam Madinah, secara teratur
kemudian dibandingkan secara kritis.

3. Pendekatan Masalah

' Nurholish Majid, Komtekstualisasi Doktrin Islam dan Sejarah (Jakarta: Paramadina,
1994 ), him. 589.

¥ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: YPFP UGM, 1985), him. 90.
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Pendekatan yang dipakai dalam skripsi adalah pendekatan normatif (dengan
mengungkap fikih siyasahnya)..
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penyusun mengambil dari data primer guna
mendapatkan landasan teoritis, penyusun juga mengumpulkan dari data
sekunder yang berupa pendapat atau karya para ahli yang ada relevansinya
dengan masalah tersebut.
5. Sumber Data.
Sumber data terdiri dari :
a.Data primer, yaitu: Naskah Piagam Madinah,”' serta naskah UUD 1945 &
Risalah BPUPKI.*
bData sekunder, yaitu : Buku karya Akram Diya ‘al ‘umari yang
diterjemahkan Asmara Hadi Usman yang berjudul “Masyarakat Madinah
Pada Masa Rosulullah SAW (sifat dan organisasi yang dimilikinya)”,
Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia karya Muhammad Yamin,
Agama rakyat Agama Penguasa karya Zainuddin Maliki, Prinsip-prinsip
Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an
karya J.Suyuti Pulungan, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan
penelitian ini.

6. Analisis Data

L

2! Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD 1945 (Jakarta: Ul Press, 1995)

2 UUD 1945 (Solo : PT.Giri Iimu)
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1. Metode Komparasi, yaitu: analisis perbandingan yang dibuat setelah
masing-masing pendapat atau teks baik dari UUD’45 maupun Piagam
Madinah, yang selanjutnya dicari persamaan dan perbedaan dari kedua
konstitusi tersebut® .

2. Metode Deduktif, yang diuraikan isi dan maksud yang terkandung
dalam pasal-pasal itu dan berkaitan antara satu dengan lain, serta akan
ditarik pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam kedua konstitusi

tersebut tentang hak-hak keberagamaan.

B Ibid
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G.Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah analisis dan agar mudah dipahami, maka
pembahasan masalah hak-hak umat beragama menurut dua asasi ini, penulis
membuat sistematika pembahasan, yaitu meliputi :

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum
dan pengantar menuju kajian selanjutnya yang lebih dalam. Dalam pendahuluan
ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan,
telaah pustaka, kerangka teorituk, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum hak-hak dan kewajiban warga
negara, hak-hak dan kewajiban negara (pemerintah), pengertian dan pembahasan
hak-hak keberagamaan serta realitas keberagamaan dewasa ini.

Bab ketiga, berisi tentang bagaimana hak-hak keberagamaan menurut
UUD 1945 dan Piagam Madinah.

Bab keempat, analisis perbandingan hak-hak keberagamaan menurut UUD
"45 dan Piagam Madinah, yang meliputi aspek persamaan dan perbedaan serta
relevansi Kedua sumber asasi tersebut dan dialektika diskursif keduanya dalam
memunculkan konsepsional baru yang kondusif bagi keberagamaan di Indonesia

Bab kelima , berisi penutu yang berupa kesimpulan dan saran.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan-pembahasan bab-bab tersebut diatas, antara
keduanya terdapat persaman dan perbedaan dalam hal hak-hak keberagamaan.

Persamaannya yaitu: pertama, adanya jaminan kebebasan beragama,
kedua, mengandung konsep adanya ikatan antara agama dan negara, ketiga,
melindungi kebebasan berkeyakinan dan beribadat (toleransi beragama), keempat,
tidak ada paksaan untuk mengubah agama, kelima, jaminan persamaan posisi
agama di depan hukum.

Perbedaannya yaitu: pertama, agama negara dalam Piagam Madinah
adalah agama Islam, sedangkan agama dalam UUD 1945 tidak khusus Islam.
Kedua, ikatan antara agama Islam dengan negara Madinah sangat erat sekali,
karena agama lIslam dibawa oleh Muhammad SAW. Dan negara Madinah
dibentuk dan dipimpin oleh beliau, syari’at Tslam tidak hanya mengikat dan
berlaku bagi umat Islam, akan tetapi dapat diterapkan kepada penganut agama lain
dalam penyelesaian masalah-masalah dalam hubungan bermasyarakat dan
bernegara.

Sedangkan titik temunya antara kedua konstitusi tersebut adalah, pertama,
Idonesia dan Madinah sama-sama negara yang plural dalam hal agama. Karena

itu Indonesia perlu mengambil iktibar dari Piagam Madinah, bahwa dalam

70
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Piagam Madinah jumah agama tidak dibatasi. Kedua, adanya pengakuan terhadap

71

agama vyangn berbeda dalam 1 wilayah kenegaraan. Ketiga, UUD 1945 masih
memerlukan adanya aturan pelaksanaan pasal 29 yang lebih terinci, sebagaimana
dalam pasal 25 Piagam Madinah, walaupun tidak dibuat aturan pelaksanaannya
tetapi isinya telah jelas.

Kedua konstistusi tersebut ada relevansinya dalam konteks keberagamaan
di Indonesia. Relevansi dari kedua konstitusi tersebut tentang hak-hak
keberagamaan yang kondusif dengan realitas keindonesiaan yaitu: Hal-hal
(aturan-aturan) yang terlalu campur tangan (intervensionis) dalam UUD 1945
diganti dengan hal-hal (aturan-aturan) yang berwawasan kebangsaan dan
kemanusiaan dari Piagam Madinah. Adapun aturan yang prinspil tetap

dipertahankan sebagaimana adanya, kecuali diadakan rekonstruksi pemahaman.

B. Saran-saran

1. Negara Indonesia seharusnya tidak terlalu terlibat secara teknis, dengan
tidak membatasi jumlah agama yang berhak hidup di Indonesia, selama
agama itu masih dalam kerangka faham ke-Esaan Tuhan monotheisme,
maka agama itu tetap diterima dan diakui sebagai bagian pluralistik di
Indonesia. Jika ini dilakukan, penulis yakin keharmonisan antara penganut
agama dapat terjamin

2. Kepada semua lembaga kekuasaan negara Republik Indonesia (legislatif,
eksekutif, yudikatif), kepada para ahli hukum dan politisi disarankan untuk

meningkatkan perhatiannya dan lebih akomodatit terhadap ajaran agama
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meningkatkan perhatiannya dan lebih akomodatif terhadap ajaran agama
pada umumnya dan hukum-hukum agama pada khususnya, disamping
mempertahankan dan menyempurnakan hal-hal yang baik yang sudah
berlaku. Oleh karenanya pluralitas dan kebebasan beragama adalah
kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun, bahkan bagi negara
yang berkuasa sekalipun

. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam disarankan
untuk bertoleransi beragama sebagai kelanjutan dari pluralitas dan hak-hak
keberagamaan justru memberi ruang bagi pertumbuhan agama-agama
yang ada. Oleh karenanya bentuk toleransi ini menghindari inklusivitas
beragama serta mencaci maki agama orang lain. Karena pada dasarnya
toleransi adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat
ditekan.

Dalam menerima UUD 1945 yang berdasarkan pandangan agama pun
dibenarkan, bukan karena hanya sebagai warga negara. Dan juga,

formalisme dalam arti mengembangkan faham bahwa segala peraturan

harus berlabel Islam “perlu® ditinggalkan.
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LAMPIRAN PIAGAM MADINAH DAN TERJEMAHANNYA

= B A

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

ﬂ}yW\;w}l\Qgrla}wfn\&.p“@\d_iﬂyquflh
(e SALr g @b Gould e gad o0 5
Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, di kalangan mukminin dan
muslimin (yang berasal) dari Quraysy dan Yasrib, dan orang yang mengikuti
mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
Pasal 1
d"\'m 095 0 Bl g Ll ("6'“

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain.

Pasal 2
Dyl gl Oghds o2y ot Oplblay piny Jo b o Oyl
w}“ Uﬁ'.' M\ 3
Kaum Mubhajirin dari dari Quraysy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu

membahu membayar diat di antara mereka dan mercka membayar tebusan
tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3
Gy bl \ggle sudr ddilh JSy J 59 pglBlae O ey ogins) Ao D g 44
e B o Jandll g

Banu ‘Awf, sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar niat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
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Pasal 4
ol s Wb S5 L5 egllae Ogbley ggmyy S BAsle sy
oo B o ol g B g by

Banu Sa'idah, sesuai kcadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat
di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5
goe s Wb S JsY1 el Ol gy o 2
w}l\ww\) d)fl\.g

Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat
di antara mercka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6
g bl gl ooy 2l JS7y J 93 eglilee O slilay pgimyy (o o 53
b3\ ont Jadlly

Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat
di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan cara yang baik dan adii di antara mukminin.

Pasal 7
ol b b ) Ly el OsBlay egmy (o ) sy

oo A op Jadll g 3 g Al

Banu an-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar
niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan cara yang baik dan adil ¢i antara mukminin.
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Pasal 8
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Banu "Amr lbn "Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar niat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara vang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9

e g Wb JSy JoY1 gl Ogley ggon; o ol s
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Banu an-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar
niat di antara mereka (scperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10
e i Al J5y oY1 gl 05l ggan)y (Jo sW sy
o B ot el g 9 g el
Banu al-' Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar niat

di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan
dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11
o190 8 2y g gan of g e 08 Y O

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orgng yang berat menanggung
utang di an[arg mereka, tete\pl m@mbantunya dengan ba\ﬂi Qalam pemba‘yaran
tghusan atau diat. .. :

I

e TR T



r."‘._J.,--f-:.\ S _ e ——— : . ﬂiW

Pasal 12
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Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin
lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13
jf Ol gds jf ("‘ j\‘on AR d “si:.'.ﬂ jfﬁmww@&ﬂ‘wﬁi Ol y
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Orang-orang mukmin yang tagwa harus menentang orang yang di antara mereka
mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau
kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya,
sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14
P P2 IS ey g MG Laja afe ki Yy
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang yang beriman lainnya lantara

(membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir
untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15
P 095 any L ge egian ool Oy @oaUsT ggde g Bty 481 03 O
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat.
Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan
fain. ‘ '
Pasal 16
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Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan
santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentag (olehnya).
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Pasal 17
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Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat )
perdamaian tanpa ikut serta mukmik lainnya di dalam suatu peperangan di jalan ‘
Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18

WWJ&,WO}Q}S&UU
Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19
ekl o b1 Oy A1) s 8 peled JU 6 jany (gl ooans o ) O
an j§f 9 (SR M\‘ ‘;LG
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada petunjuk
yang terbaik dan lurus. :

Pasal 20
p e w93 Jet Yy Ll Y TR RN VIE PRVIPE_ YY)

Orang musyrik (Yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik)
Quraysy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21
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Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuétannya, harus
dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap o1:ng
beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22
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Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada
Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman
baginya. Siapa yang membantu dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar
itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di .hari kiamat, dan tidak

diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23
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Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan)
Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.,

Pasal 24
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Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25
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Kaum Yahudi dan Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum
Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan
ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim
dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26

Dy 3 56 b Jor yond) (31 356 Ol
Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu ' Awf.

Pasal 27

d};@awu‘}mw}uﬁ:}@a\)
Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama sepezti Yahudi dan Banu "Awf.

Pasal 28
df@aﬁug}ma»u@;ﬁgog
Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu *Awf.

Pasal 29
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Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti- Yahudi dan Banu ‘Awf.

Pasal 30
e 3 88 W s Y (3 25 O
Kaum Yahudi Banu al-* Aws diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu "Awf.

Pasal 31
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Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi dan Banu *Awf.
Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan

keluarganya.

Pasal 32
M"‘L‘a’ IdaS o ey addr OV g
Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah)

Pasal 33
AN Ugd Il Oy Dae o1 36 o oo Budaddl 3 01

Banu Syuthaybah (dip=rlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.’ Sesungguhnya
kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (Khianat).

Pasal 34
a8 Adas J1 g0 OV g
Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).
Pasal 35
MB‘ S aiday O J)
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36
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Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang) kecuali seizin Muhammad
SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang
lain). Siapa berbuat jahat (membunuh) maka balasan kejahatan itu akan menimpa
diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat

membenarkan (ketentuan) int.
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Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban
biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh
warga piagam ini. mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji
lawan dan khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan)
sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38
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Kaum Yahudi memiku! biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
Pasal 39
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Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga piagam ini.
Pasal 40
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Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang
tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
Pasal 41 -

o ghal O3y YV de o B il

Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya ~
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Pasal 42
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Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang
dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut
(ketentuan) Allah ‘azza wa jala dan (keputusan) Muhammad SAW.
Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43
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Sesungguhnya tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraysy (Mekah) dan juga
bagi pendukung mereka.

Pasal 44
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Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang Kota
Yasrib.

Pasal 45
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Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan)
memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian
harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib
memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang
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menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing
sesuai tugasnya.

Pasal 46
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Kaum Yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban
seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dam
penuh dari semua pendukung piagam ini. sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu
berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas
perbuatannya, Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi

plagam ini.
Pasal 47
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Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat, Orang yang ke
luar (bepergian) aman, dan orang di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan
khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad

Rasulullah SAW

Sumber: Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Urdang-Undang Dasar 1945
Kajian Perbandingan 1entung DasarHidup Bersama Dalam Masyarakat Yang
Majemuk, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995
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DAFTAR TERJEMAHAN AL QUR’AN

NO | HLM FN TERJEMAHAN
‘BABII
01 26 29 Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak

akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku
tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu
sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi
penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah

agamamu dan untukkulah agamaku.”
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